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Abstract
This study aimed at tracking facts and data on the prevalence of early marriage in Luwu Regency; finding out the performance of the Belopa Religious Court in responding to and presenting marriage dispensation policies; finding out the perspective of Islamic law with the rise of early marriage in Belopa. This type of research is field research and exploratory. The research informants consisted of: 6 married couples, 3 parents or marriage guardians, the head of the KUA, 1 KUA employee, 2 judges, 2 clerks and 1 employee of the Belopa Religious Court. Research data obtained by means of observation, in-depth interviews and documentation. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively. The results show that: Facts and data on early marriages that occur in Belopa, Luwu Regency have increased every year where there have been 139 couples who are considered legal by the state; The performance of the Belopa religious court in responding to and presenting a marriage dispensation policy in the fairly easy category is given by evidence that the majority of applications for marriage dispensation submitted at the Religious Court are granted by the judge; Islamic law as a patron of mitigating the rise of early marriage can be effective if it is not allowed to ignore the Marriage Law Number 16 of 2019 where when fiqh has been transformed into law then in fact the fiqh product which is the source of the material must be considered no longer valid or at least the product is no longer binding. Our only reference is the law with all the regulations under it. 
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menelusuri (tracking) fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu; Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah; Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dengan maraknya pernikahan dini di Belopa. Jenis penelitian ini ialah field research dan eksploratif. Informan penelitian terdiri atas: 6 orang pasangan saumi-istri, 3 orang tua atau wali nikah, kepala KUA, 1 pegawai KUA, 2 orang Hakim, 2 orang panitera dan 1 orang pegawai Pengadilan Agama Belopa. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan; Kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim; Hukum Islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dapat efektif bila tidak boleh mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.
Kata Kunci: Pernikaan Dini, Kebijakan, Kinerja Hakim, Hukum Islam.
PENDAHULUAN
Islam pada hakikatnya tidak mempersyaratkan batas minimal usia pernikahan seseorang secara definitif. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur baligh dan juga mampu.[footnoteRef:1] Alasan teologisnya terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S An-nur/24: 59 [1: Siskawati Thaib “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Lex Privatum, vol. 5, No. 9 (November 2019), h. 50 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869] 

                        

Terjemahnya :   
“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.[footnoteRef:2] [2: Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : CV. Diponegoro, 2017), h. 556] 


Ayat tersebut menjelaskan bahwa usia baligh menjadi acuan seseorang layak untuk menikah dalam Islam. Seorang anak diusia baligh sudah dapat mengajukan permohonan pada orang tuanya atau walinya bila hendak mau menikah. Usia baligh sebagaimana telah mahsyur dijelaskan oleh para fuqaha dimana ditandai dengan datangnya haid bagi wanita sedangkan bagi pria ditandai dengan mimpi yang membuat keluar air maninya (junub).
Selain ayat tersebut, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

Artinya :
Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR. Muttafaq Alaihi, hadits No. 993).[footnoteRef:3]  [3: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 4 ] 

Secara tidak langsung ayat dan hadits tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia. Pernikahan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 sebagai pedomannya.
Merujuk pada Undang-Undang Pernikahan tersebut bahwa pernikahan hanya dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasar 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga diwaktu mendatang sehingga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai dengan ketentuan usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 2019. Batasan umur tersebut pada dasarnya tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah umur.
Batas usia pernikahan bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang bersifat open legal policy. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (pria maupun wanita) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis sehingga tujuan dari pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terealiasisasikan.
Batas usia minimal pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif dimana taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan belum tercapai, belum siap mental dan kedewasaan jiwa baik fisik maupun psikis.[footnoteRef:4] [4: Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat”, HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol,1, No.2, (2019), h. 132, http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080] 

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah nusantara karena di satu sisi dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pergaulan bebas yang di haramkan dalam hukum Islam. Fenomena pernikahan dini seperti fenomena gunung es karena yang terekspos diranah publik sangat sedikit, namun realitasnya cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai upaya telah dilakukan para ahli dalam membangun konstruksi hukum sehubungan dengan pernikahan dini. Misalnya isu tentang perlindungan anak dimana perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) terjadi maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan secara hukum. Isu-isu tersebut terus digaungkan, namun dalam perkembangannya masih kurang mendapatkan perhatian sehingga belum mampu memberikan impact terhadap kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia.
Dalam penanganan pernikahan dini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan proteksi. Secara khusus, angka pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Belopa Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi. Masih banyak dijumpai masyarakat yang menikah di bawah batas usia sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu RDB selaku pegawai pencatat dokumen pengajuan dispensasi nikah bahwa dimasa pandemi animo masyarakat cukup tinggi dalam mengajukan dispensasi. Berbagai alasan dalam pengajuannya tersebut, seperti hamil duluan sebagai akibat pergaulan yang tidak terkontrol dan alasan saling mencintai (takut pacarnya menikah dengan orang lain). Keadaan ini menjadikan mereka membangun keyakinan akan mampu membangun rumah tangga. Mayoritas dari pasangan tersebut belum memiliki pekerjaan bahkan ada yang masih sekolah.[footnoteRef:5]  [5: RDB, Pegawai Pencatat Dokumen Pengajuan Dispensasi Nikah “Wawancara” pada tanggal 1 April 2021 di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu] 

Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuaan mereka tentang adanya pembatasan usia bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Artinya, dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-Undang sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia 19 tahun. 
Tabel 1: Frekuensi Putusan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2018 2020 tentang Dispensasi Nikah
	No
	Tahun
	Frekuensi

	1
	2018
	2

	2
	2019
	52

	3
	2020
	58


Sumber : Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, 2021
Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018-2020 tentang dispensasi nikah memberikan gambaran bahwa semenjak diresmikannya Pengadilan Agama Belopa pada bulan Agustus 2018, telah diberikan dispensasi nikah sebanyak 2 orang, mengalami peningkatan dispensasi nikah 50 orang tahun 2019 sehingga tercatat sebanyak 52 orang yang mendapatkan dispensasi nikah. Memasuki masa pandemi tahun 2020, yang mendapatkan dispensasi nikah yakni 58 orang sebagai akibat pembatasan pelayanan, bukan akibat kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini. Permohonan dispensasi tersebut, mayoritas terjadi dikalangan masyarakat berpendidikan rendah. Keadaan tersebut mendorong konstruksi hukum positif harus mampu mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada kebudayaan, moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian dan terkhusus melalui pendekatan psikologi.
Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk menelusuri (tracking) fakta dan data maraknya pernikahan dini di Kabupaten Luwu, (2). Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah, (3). Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dengan maraknya nikah dini di Belopa Kabupaten Luwu
KAJIAN TEORI
1. Pengertian Pernikahan Dini
Pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[footnoteRef:6] Permasalahan pernikahan dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi ke dua di Association of South East Asia Nations (ASEAN) setelah Kamboja. Tahun 2013, sebanyak 2,6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun. Maraknya pernikahan dini dapat dilihat pada permohonan despensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Seharusnya usia dini merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.[footnoteRef:7] [6: Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 8]  [7: Yekti Satriyandari dan Fitria S. Utami, Pernikahan Dini Usia Remaja, (Yoyakarta: Unisa Press, 2020), h. 2] 

	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usiannya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batas usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.[footnoteRef:8] [8: Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 (Februari 2017), h. 4, https://adoc.tips/download/pengaruh-pernikahan-dini-terhadap-keharmonisan-pasangan-suam.html	] 

	Jadi pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi
2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini
Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu : 
a. Faktor ekonomi. Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat terkurangi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. 
b. Faktor pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki hubungan kausalitas dengan pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat karena tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang.[footnoteRef:9] Semakin rendah pendidikan seorang anak akan semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan sehari-hari sehingga memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan anak maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga terhindar dari pernikahan usia dini. [9: Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 120] 

c. Faktor orang tua. Orang tua memiliki andil besar dalam pernikahan dini seorang anak. Khawatir anaknya terjatuh dalam pergaulan bebas sehingga berakibat negatif menimbulkan dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat menjadi alasan orangtua menikahkan anaknya dibawah umur sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. 
d. Kebiasaan dan adat setempat. Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan menjauhkannya mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua semakin menambah frekuensi pernikahan dini. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.
e. Married by accident (menikah karena kecelakaan). Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu.[footnoteRef:10] [10: Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 182] 

f. Peranan media sosial. Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja.[footnoteRef:11] [11: Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 276] 


3. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam
Hukum pernikahan dini adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi.[footnoteRef:12] Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, batas usia untuk melaksanakan pernikahan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberikan kejelasan secara pasti mengenai batas usia seseorang untuk dapat melakukn pernikahan.  Di dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). Namun menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Usia seseorang dapat menentukan apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.[footnoteRef:13] [12: Muhammad Ali, Fiqih Munakahat, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h. 97]  [13: Armia, Fikih Munakahat, (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.] 

	Dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, tapi usia dewasa (baligh) menjadi ketentuan. Ulama berbeda pendapat dalam usia baligh, antara lain: 
a. Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Pendapat ini kecenderungannya pada regulasi yang digunakan pemerintah saat ini dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 2019.
c. Imam Syafi’i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi’i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.[footnoteRef:14] [14: Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, juz V, (Riyadh: Maktabah Darussalam, tt), h. 310] 

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa ketentuan hukum islam sehubungan dengan pernikahan yaitu:[footnoteRef:15] [15: Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso; Endang Turmudi; Dwi Purwako, Dinamika Pelaksanaan Syariah “Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara”, (Jakarta: LIPI Press, 2020), h. 94] 

a. Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
b. Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia pernikahan secara definitif, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada` wa al wujub) sebagai ketentuannya.
c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
d. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuann pernikahan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedomannya.

4. Kebijakan Multisektoral Mencegah Maraknya Pernikahan Dini
Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Perjuangan menurunkan angka pernikahan dini mendapatkan titik terang ketika Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di putuskan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam revisi Undang-Undang tersebut, negara menaikkan usia minimal calon pengantin menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan usia tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan anak perempuan yang berkorelasi terhadap tingginya diskriminasi terhadap anak perempuan.[footnoteRef:16]  Mahkamah Agung juga membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk Dispensasi pernikahan. Hal ini diharapkan dapat memperketat persyaratan untuk menikahkan anak dan mendukung proses yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Keputusan DPR untuk menaikkan usia minimum juga memperketat peraturan dispensasi dan mensyaratkan Pengadilan Agama untuk mendengarkan dua belah pihak yang akan dinikahkan terlebih dahulu. [16: Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis,  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 4 (Februari 2021), h. 16 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf] 

	BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat target untuk merubah prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak. Hal ini sejalan dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu penghapusan semua praktik berbahaya seperti pernikahan dini. Dengan adanya revisi Undang-Undang Pernikahan maka selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan isu pernikahan anak sebagai salah satu indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional menghentikan pernikahan anak. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi pernikahan usia anak, pernikahan dini dan paksa.[footnoteRef:17] [17: Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa, Pencegahan Perkawinan Anak, h. 50] 

	Strategi lain yang secara tidak langsung mendorong penurunan pernikahan dini berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan oleh berbagai instansi, antara lain Kementerian PPPA, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baik melalui advokasi hukum, promosi kesehatan reproduksi, maupun sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat.[footnoteRef:18] [18: Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, h. 18] 

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan yuridis formal karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Jenis penelitian ini ialah field research dan eksploratif.[footnoteRef:19] Sumber data yang diperlukan ialah: (1). Data primer yakni 6 orang pasangan saumi-istri, orang tua atau wali nikah, pegawai KUA, dan pegawai Pengadilan Agama Belopa yang berwenang terhadap dokumen putusan izin dispensasi nikah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diinginkan. (2). Data sekunder, yakni mengumpulkan Undang-undang pernikahan dalam perspektif hukum islam, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian. Data penelitian diperoleh menggunakan teknik observasi non partisipan, wawancara mendalam (in dept interview) dan dokumentasi. Untuk memperoleh hasil penelitian dapat bersifat objektif, maka data ditelaah, dikaji dan dianalis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. [19: Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2018), h. 25] 


PEMBAHASAN
1. Fakta dan Data Maraknya Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu
	Batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi bagian yang penting di dalam hukum, khususnya hukum pernikahan karena seseorang yang melangsungkan pernikahan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental, mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin.[footnoteRef:20] Anak sebagai subjek yang menjadi pelaku utama dalam membangun rumah tangga yang baru sehingga persoalan ini menjadi pelik untuk diselesaikan. Penolakan yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Belopa Kabupaten Luwu tidak menghambat proses pernikahan dini karena negara telah memberikan ruang dalam Undang-Undang Pernikahan untuk bermohon mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2. [20: Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, h. 7] 

	Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia produktif atau belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan (belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis) sehingga memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu untuk melangsungkan pernikahan sehingga pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Batas usia minimal pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif di implementasikan untuk menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan pernikahan. 
	Semenjak diresmikannya Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu pada bulan Agustus 2018, telah diberikan dispensasi nikah sebanyak 2 orang, mengalami peningkatan dispensasi nikah 50 orang tahun 2019 sehingga tercatat sebanyak 52 orang yang mendapatkan dispensasi nikah. Memasuki masa pandemi tahun 2020, yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu yakni 58 orang atau mengalami peningkatan 6 perkara sebagai akibat pembatasan pelayanan, bukan akibat kesadaran masyarakat untuk tidak menikah dini perkara. Demikian halnya dengan tahun 2021, dalam kurun waktu enam bulan terakhir hakim pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu telah memberikan putusan inkra terhadap 27 permohonan dispensasi nikah. 
	Fakta dan data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu masih tergolong cukup tinggi. Hal ini tergambarkan dari animo masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa yakni selama tiga tahun masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi sebanyak 168 perkara dan Pengadilan Agama Belopa  dalam putusan inkranya mengabulkan 139 perkara, menolak 3 perkara, 7 perkara tidak diterima, 11 perkara dicabut dan 6 perkara dinyatakan gugur.
	Dalam meminimalisir maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu memerlukan kerjasama dari semua pihak baik orang tua, Pengadilan Agama maupun lembaga terkait dengan pernikahan seperti KUA. Orangtua dibutuhkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pergaulan anaknya terutama pemanfaatan media sosial pada konten yang negatif sehingga anak tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma susila. Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dibutuhkan perannya dengan membuat regulasi melalui peraturan mahkamah dan memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar ketentuan pernikahan dini dengan tidak meminta dispensasi nikah terlebih dahulu serta memberikan nasehat kepada masyarakat sebelum memutuskan perkara. Sedangkan KUA sebagai lembaga yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan pernikahan dibutuhkan perannya dengan melakukan sosialisasi secara intens tentang larangan menikah dini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, bekerjasama dengan penyuluh agama dan pihak kesehatan dalam memberikan bimbingan tentang bahaya atau resiko yang dialami bagi perempuan apabila hamil di usia muda karena rahim kandungannya belum dewasa untuk menerima kehamilan.

2. Kinerja Pengadilan Agama Belopa dalam Menyikapi dan Menghadirkan Kebijakan Dispensasi Nikah

	Pengajuan dispensasi nikah oleh masyarakat Kabupaten Luwu disebabkan oleh faktor preventif (pencegahan), yakni pencegahan dari perbuatan zina karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecendrungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup usia sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.
	Pada prinsipnya sebelum hakim menetapkan sebuah keputusan, hakim mempunyai pertimbangan atas permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Hal ini disebabkan karena aturan yang ada tidak menyebutkan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui bukti-bukti hukum yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi
Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu diproses melalui persidangan secara voluntair. Di dalam persidangan, orang tua dan calon pengantin dimintai penjelasan atas keadaan dan alasan yang diajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat di pertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Hakim dalam memberikan suatu keputusan permohonan dispensasi nikah wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pada keadaan tersebut, hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih maslahah antara nikah dini dengan membiarkan mereka terjerumus ke dalam perzinahan.
Terhadap 139 perkara yang dikabulkan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sejak tahun 2018 hingga Mei 2021, peneliti menilai bahwa pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon telah dipertimbangkan secara matang oleh hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dan fakta yang diperoleh tentang data dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu tahun 2018-2021 memberikan gambaran bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Belopa dikabulkan oleh hakim. Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mencakup beberapa poin berikut: 
a. Cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan mahkamah maupun perundangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dan bukti-bukti hukum yang diajukan.
b. Sudah sesuai prosedur dengan meminta keterangan keluarga terkait dengan anak yang mau menikah untuk mendalami kelayakan pemohon berhak mengajukan atau tidak mendapatkan dispensasi. 
c. Sudah dilamar (tunangan) dan tidak ada halangan menikah karena kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga mengkhawatir keduanya akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama (perzinaan).
d. Merasa tidak melanggar hukum agama karena telah memenuhi syarat kedewasaan (akil baligh), telah berpenghasilan yang cukup dan disetujui oleh orang tua masing-masing.
e. Dinasihati untuk mengurungkan niatnya tidak berhasil karena pernyataan kehendak dan kesepakatan keduanya untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin.
Kecenderungan hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam mengabulkan permohonan, di samping berpegang pada hukum positif yang berlaku, juga kaidah fikih yang menyatakan, menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat. Dalam artian, dengan dikabulkannya dispensasi usia pernikahan terhadap calon yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar pernikahan.
Demikian halnya dengan 3 perkara yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, semuanya untuk kepentingan terbaik bagi pemohon. Pertimbangan yang dijadikan dasar majelis hakim Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam menolak perkara permohonan dispensasi nikah yakni di dominasi oleh ketidakhadiran pemohon dalam agenda pembuktiannya tanpa adanya kejelasan ataupun keterangan yang disampaikan ke pengadilan mengenai ketidakhadirannya tersebut. Hal ini menunjukkan pemohon sendirilah yang menghambat proses pemeriksaannya menjadi berlarut larut. Selain itu menurut majelis hakim bahwa dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi nikah, maka pengadilan harus lebih mencermati alasan-alasan dan kesiapan pemohon yang berkeinginan untuk tetap menikah meski usianya belum mencukupi batas dalam Undang-Undang Pernikahan.
Berdasarkan baberapa informan yang peneliti jadikan sebagai subyek penelitian menunjukkan sikap yang sama bahwa mereka pada dasarnya belum siap untuk menikah. Hanya karena adanya pertimbangan keluarga sehingga mereka ikut dalam arus budaya pernikahan dini. Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuaan mereka tentang adanya pembatasan usia bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Merasa tidak masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun. Akibatnya adalah sering muncul pertengkaran dan percekcokan akibat emosi tidak stabil, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, tidak bertanggungjawab pada keluarga karena masih ingin menikmati masa muda, menimbulkan rasa minder pada teman sebayanya karena mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial dimana ketika bergaul dengan teman sebayanya yang remaja kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri atau karena status pendidikan mereka jauh dibawah teman sebayanya, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir pada perceraian mewarnai dampak negatif adanya pernikahan dini yang terjadi bagi masyarakat Kabupaten Luwu.
	Pernikahan dini bagi masyarakat Kabupaten Luwu yang notabenenya suku bugis merupakan hal yang lumrah terjadi sehingga tidak selamanya menikah dini mendatangkan dampak negatif. Adanya saling pengertian antara pasangan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Selain itu, faktor budaya yang masih cukup kental bagi masyarakat Kabupaten Luwu tentang pernikahan dini membuat mereka merasa tidak minder pada teman seusianya karena menganggap menjalankan perintah agama dengan terhindar dari perbuatan zina maupun perbuatan lain yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah sah

3. Pertautan Hukum Islam dengan Maraknya Nikah dini di Kabupaten Luwu
	Perbedaan batasan usia pernikahan dini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 16 tahun 2019 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan.
	Menyoal maraknya angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu, hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami fikih yang telah ditransformasikan menjadi Undang-Undang. Masyarakat menganggap fikih Islam sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan Undang-Undang Pernikahan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental termasuk KHI yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia masih dianggap sebagai hukum pemerintah saja. Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. 
a. Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fikih sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama. Fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat popular, yaitu perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.
b. Ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam.
1) Fikih, yakni sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya. 
2) Fatwa, yakni produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya adalah tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain. 
3) Qadha, yakni putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak ada upaya hukum lanjutan. 
4) Qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya adalah Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019.
Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu, tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul SAW. Praktik Rasul SAW sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum pernikahan dini, fikih munakahat yang aturan-aturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya
SIMPULAN
	Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu masih tergolong cukup tinggi karena animo masyarakat mengajukan permohonan mendapatkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan 
Kinerja Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim. 
a.  Perkara yang diajukan sebanyak 168 perkara dan pengadilan agama Belopa dalam putusan inkranya mengabulkan 139 perkara, menolak 3 perkara, 7 perkara tidak diterima, 11 perkara dicabut, 6 perkara dinyatakan gugur dan 2 perkara dicoret dari register.
b. Kecenderungan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mencakup beberapa poin: cukup alasan beserta bukti-bukti hukum yang diajukan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sesuai prosedur dengan meminta keterangan keluarga terkait, sudah dilamar (tunangan) dan tidak ada halangan menikah sehingga mengkhawatir keduanya akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama (perzinaan), merasa tidak melanggar hukum agama (telah memenuhi syarat kedewasaan), telah berpenghasilan yang cukup, disetujui oleh orang tua masing-masing dan berpegang pada kaidah fikih “menolak bahaya didahulukan atas menarik maslahat”
c.  Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu atas putusan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu lebih dominan memberikan dampak negatif seperti: sering muncul pertengkaran dan percekcokan akibat emosi tidak stabil, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, tidak bertanggungjawab, menimbulkan rasa minder pada teman sebayanya, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir pada perceraian.
	Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dapat efektif maka tidak boleh mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya. 
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